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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak 

kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Kesehatan). Pelayanan ini menjadi hak menyeluruh untuk 

siapa saja yang berkepentingan atas hak tersebut. 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat dan hakikat 

dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.1 Hal ini sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Untuk 

mewujudkan masyarakat yang sehat, pemerintah berupaya meningkatkan 

mutu pelayanan baik pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun melalui 

sistem jejaring rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan. 

Indonesia juga merupakan negara yang berasaskan kesejahteraan. Hal 

ini terlihat dari cita-cita luhur yang terkandung dalam UUD 1945. Negara 

kesejahteraan yang dicita-citakan oleh Indonesia mempunyai ciri yang 

 
1 Fheriyal Sri Isriawaty, ‘Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan 

Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Jurnal 

Ilmu Hukum Legal Opinion, 3 (2015), 1–10. 
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tercermin pada UUD 1945 pasca perubahan (tahun 2002) Bab XIV berjudul 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya pada Pasal 33 

dan 34. Pasal 33 UUD 1945 adalah dasar sistem ekonomi Indonesia, di 

dalamnya terdapat prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh sebab 

itu dalam pengembangan sistem ekonomi Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 

bersifat memaksa, sehingga dalam perundang-undangan bidang ekonomi 

disana tertulis mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak, bukan 

kemakmuran perorangan. Sedangkan Pasal 34 UUD 1945 memberi amanat  

negara (dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah) berkewajiban untuk 

memelihara fakir miskin dan anak terlantar, memberdayakan masyarakat 

lemah dan tidak mampu, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Salah 

satunya sistem jaminan sosial dalam bidang kesehatan. 

Kesehatan adalah salah satu aspek yang dijadikan oleh UNDP sebagai 

indikator untuk mengukur kemajuan negara, yang dikenal dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (Human Development Indeks). 2 Konstitusi Indonesia 

mengatur bidang kesehatan pada Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan 

layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Pengaturan lebih 

lanjut mengenai hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 

ayat (3) UUD 1945, diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 

 
2 Meylina Astri, Sri Indah Nikensari, and Harya Kuncara W., ‘Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 

Indonesia’, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 1.1 (2013), 77 

<https://doi.org/10.21009/jpeb.001.1.5>. 
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(1), menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar, salah satunya adalah kesehatan.  

Sejak tahun 2000 Kementerian Kesehatan RI berupaya 

mengembangkan konsep Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 

(SPGDT) yang memadukan penanganan gawat darurat mulai dari tingkat pra 

rumah sakit sampai tingkat rumah sakit serta rujukan antara rumah sakit 

dengan pendekatan lintas program dan lintas sektoral.3 Pelayanan 

kegawatdaruratan medis adalah sebuah pelayanan terpadu yang ditujukan 

untuk penderita gawat, darurat, maupun gawat darurat, baik itu dalam situasi 

sehari-hari atau saat dalam kondisi bencana. Pelayanan kegawatdaruratan 

medis mempunyai bentuk yang meliputi berbagai aspek yaitu kesehatan 

jasmani, rohani, dan  sosial. Bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, 

cacat, dan lemah.4 

Pada rumah sakit, ada unit gawat darurat yang merupakan unit khusus 

yang mempunyai tim kerja dengan kemampuan khusus dan ditunjang dengan 

peralatan lengkap serta memadai untuk memberikan pelayanan kepada pasien 

gawat darurat dalam upaya penanggulangan yang efektif dan efisien. Filosofi 

yang dianut dalam penanganan gawat darurat adalah Time Saving it’s Live 

Saving. Hal ini menjadi sangat penting karena saat kondisi gawat darurat, 

pasien bisa saja kehilangan nyawa dalam hitungan menit saja dan untuk itulah 

unit gawat darurat perlu penanggulangan pasien yang terorganisir. Kecepatan 

 
3 Adzanri, ‘Materi Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)’, 

Www.Adzanri.Com, 2018, hlm. 11 , diakses: 13 November 2022. 
4 Agustina Ginting, ‘Analisis Kebutuhan Pelatihan Personal Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit 

A.L Marinir Cilandak Tahun 2018’, Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 

2019, Volume 3, No.1, hal.46–55. 
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menjadi harga mutlak dalam indikator keberhasilan penanggulangan medik 

penderita gawat darurat baik kegiatan rutin sehari-hari maupun pada saat ada 

bencana. Penanganan secara terpadu serta pengaturan dalam satu sistem 

sangat diperlukan untuk pelayanan kegawatdaruratan medis. 5 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), 

Pasal 4 dan Pasal 9, menjelaskan bahwa SPGDT merupakan suatu mekanisme 

pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis 

call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan 

melibatkan masyarakat. Sistem ini diperlukan agar meningkatkan akses dan 

mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu pelayanan atau 

respon time pasien gawat darurat serta menurunkan angka kematian dan 

angka kecacatan. Terdapat tiga mekanisme dalam SPGDT, yaitu Sistem 

komunikasi gawat darurat, Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, 

dan Sistem transportasi gawat darurat. 

Di Kota Semarang, pada tanggal 17 Januari 2017, Walikota dan Wakil 

Walikota Semarang meluncurkan dan meresmikan SiCepat Ambulance Hebat 

yang merupakan Public Safety Center 119 (selanjutnya disebut PSC 119) 

untuk kemaslahatan warga Kota Semarang. Pemberian nama “Si Cepat” 

berarti “Reaksi Cepat” yang dengan maksud inilah Sistem Penanggulangan 

Gawat Darurat Terpadu bisa berjalan dengan baik dan optimal. SiCepat 

Ambulance Hebat juga bisa diakses oleh warga kota semarang 24 jam dalam 

 
5 Dinas Kesehatan Kota Semarang, ‘The Great Ambulance Hebat Kota Semarang’,  disajikan 

dalam Indonesia Healthcare Innovation Awards IV-2020 pada tanggal 23-29 November secara 

daring sebagai dari acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 (Semarang, 2020), hal. 1. 
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seminggu secara gratis. Layanannya meliputi kegawatdaruratan medis, 

kegawat- daruratan ibu hamil dan bayi serta kecelakaan. Masyarakat Kota 

Semarang cukup mengakses melalui nomor telepon 1500-132.6 

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 001 Tahun 2012 (Selanjutnya disebut  Permenkes No.001 Tahun 

2012) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan yang 

mengatur mengenai aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan 

kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Peraturan 

tersebut ditetapkan untuk menguatkan dasar dari Permenkes No.19 Tahun 

2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yaitu 

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan 

kegawatdaruratan medis sehari-hari.  

Pemerintah Kota Semarang dalam upayanya meningkatkan pelayanan 

kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal gawat darurat medis di wilayah 

Kota Semarang, mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 

Tahun 2016 (Selanjutnya disebut  Perwali Kota Semarang No.54 Tahun 

2016) Tentang Pelayanan Ambulance Hebat Kota Semarang yang khusus 

menangani kasus-kasus kegawatdaruratan medis. Peraturan tersebut 

ditetapkan untuk melaksanakan dan melengkapi Pasal 4 ayat (5) Permenkes 

No.19 Tahun 2016 yaitu sistem rujukan pelayanan berjenjang dikecualikan 

pada keadaaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan 

pasien, dan pertimbangan geografis.  

 
6 Ibid. 
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Masyarakat Kota Semarang menjadikan Ambulance Hebat sebagai 

ujung tombak pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendapatkan respon 

cepat dalam hal pelayanan kegawatdaruratan medis. sejak awal Ambulance 

Hebat mulai  beroperasi, pelayanan yang bisa diberikan adalah pelayanan 

gawat darurat. Hingga pada akhirnya masalah mulai bermunculan seperti 

permintaan pasien penanganan non gawat darurat yang tidak dapat ditangani 

secara cepat oleh puskesmas, sulitnya menjangkau lokasi warga kota 

semarang yang tinggal di pemukiman padat penduduk dan jalanan sempit, 

konsultasi dokter yang mudah dengan layanan chatting, serta adanya kasus 

pandemi COVID-19 yang efeknya sangat terasa terkait sulitnya mendapatkan 

perawatan serta ruang rawat inap isolasi. 

Belum lagi penyakit kardiovaskuler seperti jantung, kanker, stroke, 

gagal ginjal tiap tahun terus meningkat dan menempati peringkat tertinggi 

penyebab kematian di Indonesia terutama pada usia-usia produktif. Data 

Riskesdas dalam 5 tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan prevalensi 

penyakit Kardiovaskular seperti hipertensi meningkat dari 25,8% (2013) 

menjadi 34,1% (2018), stroke 12,1 per mil (2013) menjadi 10,9 per mil 

(2018), penyakit jantung koroner tetap 1,5% (2013-2018), penyakit gagal 

ginjal kronis, dari 0,2% (2013) menjadi 0,38% (2018). Data Riskesdas 2018 

juga melaporkan bahwa Prevalensi Penyakit Jantung Provinsi Jawa Tengah 

masuk dalam 10 besar se Indonesia dengan prevalensi (1,6%).7 Faktanya, 

 
7 Kemenkes RI, ‘Penyakit Jantung Koroner Didominasi Masyarakat Kota’, 2021, hlm. 1, 

<https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-ter-

banyak-ke-2-di-indonesia.html, diakses: 13 November 2022. 
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pada tahun 2021, hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit pernafasan, juga 

masuk dalam 10 besar penyakit terbanyak di Kota Semarang.8   

Penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa peningkatan resiko 

penyakit kardiovaskuler selaras dengan peningkatan tekanan darah. 

Peningkatan 5 mmHg pada tekanan sistol ataupun diastol dapat meningkatkan 

faktor resiko orang DM terkena penyakit kardiovaskuler 20–30%. Penyakit 

kardiovaskuler merupakan komplikasi kronis yang terjadi pada DM dan 

penyumbang 1,9% kematian pada orang DM. Proses tatalaksana harus 

diimbangi dengan proses kontrol yang mempertemukan pasien dengan dokter 

untuk melihat perkembangan dari pengobatan penyakit yang diderita.9 Dalam 

kasus gawat darurat maternal, Angka Kematian Ibu (AKI), dimana salah satu 

penyebabnya karena pre-eklampsi dan eklampsi, menjadi penyebab paling 

banyak kasus AKI di Semarang.10 Hal itu jugalah yang menjadi sebab bahwa 

layanan ambulance gawat darurat dan ambulance non gawat darurat 

diperlukan. Karena gejala-gejalanya tidak bisa diketahui jika tidak melakukan 

pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Padahal animo masyarakat Semarang 

untuk menelpon Ambulance Hebat sangat tinggi.  

Berdasarkan hal-hal itulah, Ambulance Hebat mulai melakukan 

beberapa inovasi.  Dan terbentuklah inovasi The Great Ambulance Hebat 

yang merupakan versi pengembangan dari versi sebelumnya dengan 

 
8 Noegroho Edy Rijanto dkk, ‘Profil Kesehatan Kota Semarang 2021’, Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, 2022, hlm. 20. 
9 Restyana Noor Fatimah, ‘Diabetes Melitus Tipe 2’, Journal Majority, Vol.4, No.5, (Universitas 

Lampung, 2015). 
10 Yulia Nur Khayati dan Vistra Veftisia, ‘Hubungan Stress Dan Pekerjaan Dengan Preeklampsia 

di Wilayah Kabupaten Semarang’, Indonesian Journal of Midwifery (IJM), 1.1 (2018) 

<https://doi.org/10.35473/ijm.v1i1.38>. 
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memberikan layanan non gawat darurat agar bisa mengantar pasien-pasien 

yang perlu diantar ke rumah sakit untuk kontrol.11 The Great Ambulance 

Hebat juga tetap mengutamakan keselamatan pasien. Sehingga sebelum 

pasien menggunakan layanan Ambulance, maka terlebih dulu dilakukan 

informed consent. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang RI No.29 tahun 

2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) 

menyatakan bahwa” setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 

akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan”.12 

Fenomena pengembangan Ambulance Hebat menjadi The Great 

Ambulance Hebat adalah inovasi baru yang tidak ada di dalam Permenkes 

No.19 Tahun 2016 maupun di dalam Perwali Kota Semarang No.54 Tahun 

2016. Untuk itu, setelah empat tahun Ambulance Hebat beroperasi, 

Pemerintah Kota Semarang melalui Perwali Kota Semarang No.22 Tahun 

2019 merubah peraturan sebelumnya yang pada awalnya Ambulance Hebat 

sebagai Public Safety Center hanya bekerja untuk pelayanan gawat darurat 

menjadi Ambulance yang melakukan pelayanan non gawat darurat. Dengan 

demikian, merujuk pada Permenkes No.19 Tahun 2016, Ambulance Hebat 

seharusnya  melaksanakan tugas wajibnya sebagai Public Safety Center yang 

hanya menangani masalah kegawatdaruratan medis, bukan pada layanan non 

kegawatdaruratan medis. Regulasi khusus juga belum ada untuk mengatur 

 
11 Dinas Kesehatan Kota Semarang, Op.cit. hlm. 3. 
12 Haryani Octaria and Wen Via Trisna, ‘Pelaksanaan Pemberian Informasi Dan Kelengkapan 

Informed Consent Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang)’, Jurnal 

Kesehatan Komunitas, 3.2 (2016), 59–64 <https://doi.org/10.25311/keskom.vol3.iss2.103>. 
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Pelaksanaan Program Konsultasi Dokter dan Ambulance Motor Kota 

Semarang yang khusus menangani Konsultasi online dan keadaan non gawat 

darurat.  

Penelitian di Kota Mataram, PSC 119 yang diberi nama Mataram 

Emergency Medical Service (MEMS) oleh pemerintah Kota Mataram, 

menjelaskan bahwa program PSC 119 MEMS berfokus sesuai aturan SPGDT 

kementerian kesehatan, yakni fokus pada penanganan kegawatdaruratan 

medis dan tetap mengevaluasi kinerja dan standarisasi PSC 119 MEMS agar 

dapat memberikan layanan gawat darurat secara maksimal.13 Hal yang sama 

juga terjadi pada layanan PSC 119 di Kabupaten Boyolali14, Kota Bitung15,  

Kabupaten Banyumas16, dan juga beberapa kota lain di Indonesia.17 Bahkan 

penelitian yang dilakukan di Kota Semarang, regulasi Ambulance Siaga 

sebagai ambulance non-gawatdarurat, masih dipertanyakan mengingat 

Ambulance Siaga hanya memakai acuan Perwali Kota Semarang No.22 

 
13 Pradita Nurmalia dan Irwan Budiono, ‘Program Public Safety Center (PSC) 119 Mataram 

Emergency Medical Servis (MEMS)’, Higeia Journal of Public Health Research and 

Development, 2020, Volume. 4, No.2, https://doi.org/10.15294 /higeia/v4i2/33673, hal. 301-311. 
14 Darnoto, ‘Analisis Sistem Informasi Inovasi PSC (Public Safety Center) 119 Dengan Metode 

PIECES di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali’, Prosiding - Semnas & Call for Papers Prodi 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, 2017, hal. 6-11. 
15 Gladya R Pieter and others, ‘Implementasi Kebijakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu Di Kota Bitung (Studi Tentang Public Safety Center)’, Jurnal Pengelolaan Sumber Daya 

Pembangunan, 2021, Volume. 1, No.1, hal.1-10. 
16 Dedy Purwito dan Imam As’ari, ‘Sistem, Penerapan Rujukan, Komunikasi Satria, PSC 

Banyumas di Kabupaten Banyumas’, Adi Husada Nursing Journal, 2020, Volume. 6, No. 2, 

https://doi.org/ 10.37036/ahnj.v6i2.166, hal. 67–74. 
17 Budi Sylvana, ‘Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kedaruratan Pra-

Hospital Melalui Public Safety Center (PSC) 119 Untuk Peningkatan Layanan Kesehatan di 

Indonesia’, Aktualita, 2020, Volume. 3, No.1, http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024, 

ISSN : 2620-9098, hal. 547-564. 
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Tahun 2019 yang merupakan perubahan aturan dari Perwali Kota Semarang 

No.54 Tahun 2016.18 

Diperlukan suatu kajian untuk membahas tentang regulasi-regulasi 

yang mendasari pelaksanaan pelayanan kesehatan di Ambulance Hebat Kota 

Semarang agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, kesenjangan serta 

inkonsistensi daripada regulasi tersebut. Perlu juga untuk membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Berdasarkan latar 

belakang di atas dan juga belum pernah ada judul penelitian yang serupa 

sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pelaksanaan Program Layanan The Great Ambulance Hebat Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dalam Mewujudkan  Hak Atas Pelayanan 

Kesehatan”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaturan tentang program layanan The Great Ambulance 

Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang? 

2. Bagaimana pelaksanaan program layanan The Great Ambulance Hebat 

Dinas Kesehatan Kota Semarang? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program layanan The 

Great Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang? 

 

 

 
18 Maudy Ritra Andini,et.al, ‘Analisis Pelaksanaan Program Ambulan Siaga Kota Semarang Tahun 

2019’, JKM FKM UNDIP, 2019, Volume. 8, No.2, ISSN: 2715-5617, hal. 177-181. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang program layanan The Great 

Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan program layanan The Great Ambulance 

Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan 

program layanan The Great Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan 

yang jelas dan benar tentang Permenkes No.19 Tahun 2016 dan 

Perwali Kota Semarang No.54 Tahun 2016 serta perubahannya. 

2. Hasil dari studi Pengelolaan ini diharapkan dapat menjadi masukan 

kepada pihak Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dalam melakukan upaya pengajuan legalitas regulasi 

(addendum) kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

tentang adanya program tambahan non kegawatdaruratan.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang. 
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 b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Sebagai bahan evaluasi dalam peraturan perundang-undangan 

hukum kesehatan yang akan datang khususnya tentang Regulasi 

Kegawatdaruratan Terpadu. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai Regulasi 

Kegawatdaruratan Terpadu.  

3. Bagi praktisi hukum 

Mampu mengerti dan memahami mengenai aspek hukum yang 

ada serta perubahannya sehingga akan membantu praktisi hukum 

dalam menjalankan penerapan atau penegakan hukum tersebut 

dengan baik dan benar. 

 

  



13 
 

E. KERANGKA PEMIKIRAN  

1. Kerangka Konsep 

 

  

UUD 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 

UU No.29  

Tahun 2004 
tentang 

Praktik Kedokteran 

Permenkes No.19  

Tahun 2016 
tentang Sistem Penanggulangan  

Gawat Darurat Terpadu 

(SPGDT) 

Ambulance Hebat 

PSC 119 
Public Safety Center 119 

Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan 

Perwali Kota Semarang  

No.22 Tahun 2019 
tentang Perubahan Peraturan Walikota 

Semarang No.54 Tahun 2016 tentang 

Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang 

Pelayanan Gawat Darurat + Non Gawat Darurat 

 

Pelayanan Gawat Darurat 

The Great Ambulance Hebat 

 

UU No.36 

Tahun 2009 
tentang 

Kesehatan 
 

UU No.36 

Tahun 2014 
tentang 

Tenaga Kesehatan 
 

UU No.23 

Tahun 2014 
tentang 

Pemerintahan Daerah 
 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.47 Tahun 2016 
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 

Permenkes No.001 

Tahun 2016 
tentang Sistem Rujukan 

Pelayanan Kesehatan 

Perorangan 

Permenkes No.47  

Tahun 2018 
tentang  

Pelayanan  

Kegawatdaruratan 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan 

 

Perwali Kota Semarang 

No.54 Tahun 2016 
tentang 

Pelayanan Ambulan Hebat 

Kota Semarang 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

No.15 Tahun 2017 
tentang Sistem Penanggulangan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT) di Jawa Tengah 
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2. Kerangka Teori 

Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh 

dengan bertanggungjawab, aman, bermutu, merata dan tanpa diskriminatif. 

Peningkatan serta pemeliharaan  dalam pelayanan kesehatan dilakukan 

dalam rangka upaya kesehatan yang ada di masyarakat. Pemerintah 

bersama masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan 

dan pengawasan terhadap terlaksananya pelayanan kesehatan. 

Upaya kesehatan merupakan segala jenis kegiatan untuk 

memelihara serta meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya 

kesehatan dilaksanakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyebaran penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). 

Upaya tersebut diselenggarakan secara menyeluruh, sistematis serta 

berkesinambungan.19  

Ambulan Gawat Darurat sendiri tidak masuk di dalam salah satu 

jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi dalam Permenkes No.47 

tahun 2018 Pasal 4 ayat (1), dijelaskan bahwa Ambulan Gawat Darurat 

termasuk dalam prafasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan Ambulan 

Gawat Darurat  dilaksanakan dengan Sistem Penanggulangan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Prafasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk melakukan 

 
19 Ni Kadek Widiastuti, ‘PKRS : Promosi Kesehatan Rumah Sakit’, Dinas Kesehatan Pemerintah 

Provinsi Bali, 2020, hlm. 1, <https://diskes.baliprov.go.id/pkrs-promosi-kesehatan-rumah-sakit/> 

[diakses 4 November 2022]. 
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tindakan pertolongan kepada pasien atau korban di tempat kejadian atau 

pada saat evakuasi medis. Evakuasi medik yang dimaksud adalah usaha 

memindahkan pasien dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan 

sesuai kebutuhan medis pasien dengan menggunakan ambulans 

transportasi atau ambulans Gawat Darurat disertai dengan upaya menjaga 

resusitasi dan stabilisasi. 

Selanjutnya, SPGDT diwujudkan dalam bentuk layanan Public 

Safety Center/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC) yang 

dikomando oleh National Command Center/Pusat Komando Nasional.20  

Hak atas pelayanan kesehatan dalam hukum kesehatan juga disebut 

sebagai hak asasi individual (pribadi) atau hak untuk menentukan nasib 

sendiri. Hal ini dikarenakan, hak asasi individual juga merupakan bagian 

dari hak asasi sosial. Artinya, kedua kategori hak asasi tersebut dalam 

prakteknya di dunia nyata, mengungkapkan dimensi individual dan sosial 

dari keberadaan atau eksistensi tertentu. Ruud Verberne menuturkan, dasar 

dari hak-hak asasi pribadi subyek hukum (pasien), mencakup : a). hak 

untuk hidup, b). hak untuk mati secara wajar, c). hak atas penghormatan 

terhadap integritas badaniah dan rohaniah, dan d). hak atas tubuh sendiri. 

Berdasarkan sistematika di atas, jelas bahwa hak atas pelayanan kesehatan 

merupakan hak asasi positif.21 

 

 
20 Dinas Kesehatan Kota Semarang, Op.cit. hlm. 15.Permenkes RI No.19 2016, ‘Sistem 
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu’, 2016, 1–18. 
21 Udiyo Basuki, ‘Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi 

Manusia’, Caraka Justitia, Vol.1.1 (2020), 31–32. 
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F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian sebagai ilmu  selalu berdasarkan fakta empiris yang 

ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, 

disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis  dan analitis. Fokus 

penelitian selalu diarahkan ke hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang 

sudah ada.22 

 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah 

metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian 

yang nyata. Meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. 

Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang 

dilakukan secara langsung ke lapangan.23 

Pendekatan penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk menggali 

dan memahami pelaksanaan program layanan The Great Ambulance Hebat 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif 

analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif 

yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan 

 
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 

hlm 57. 
23 Fokky Fuad, ‘Pemikiran Ulang Atas Metodelogi Penelitian Hukum’, Universitas Al Azhar 

Indonesia, 2019 <http://uai.ac.id/ pemikiran-ulang-atas-metodelogi-penelitian-hukum/ > diakses 

pada tanggal 18 Oktober 2019. 
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jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian keadaan sejelas 

mungkin terhadap obyek yang diteliti.24 Bersifat  deskriptif bahwa dengan 

penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat 

menyeluruh dan sistematis,kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data 

yang diperoleh dan akhirnya didapat pemecahan masalah. dikatakan 

deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

secara rinci, sistematis dan menyeluruh  mengenai segala hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan program layanan The Great Ambulance 

Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

 

3. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekuder. 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.25 

Dalam hal ini data mengenai  pelaksanaan program layanan The Great 

Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau 

dari hasil kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta literatur 

lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.26 

 
24 Soerjono Soekanto, ‘Pengantar Henelitian Hukum', (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 78. 
25 Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif’, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225. 
26  Agnes Widanti, Endang Wahyati Y, Trihoni Nalesti D, dan Hermawan Pancasiwi, 'Petunjuk 

Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis', (Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata, 2015).  

hlm. 8. 
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Data sekunder dapat berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat.27 

Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer adalah: 

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 H 

(b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

(c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

(d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

(e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

(f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

(g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;  

(h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2016 tentang 

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 

(i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); 

(j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Kegawatdaruratan; 

(k) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di 

Jawa Tengah; 

(l) Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang; 

(m) Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang No.54 Tahun 

2016 Tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang; 

 

 

 
27  Soerjono Soekanto. 2007. Op. cit. hlm. 52. 
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2) Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

dalam penelitian ini adalah : 

(a) Buku-buku tentang hukum perdata 

(b) Buku-buku tentang hukum kedokteran; 

(c) Buku-buku tentang kesehatan; 

(d) Buku-buku tentang kedokteran 

(e) Buku-buku tentang Sistem Gawat Darurat 

(f) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan permasalahan 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini 

adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Bahasa Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedi Hukum. 

 

 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, subjek adalah pokok bahasan. 

Dalam pengertian lain berarti orang, tempat atau benda yang diamati dalam 

rangka pembuntutan sebagai sasaran. Subjek penelitian berarti pihak-pihak 

yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian dalam 

tesis ini adalah The Great Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. Sedangkan objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi 

perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian adalah sasaran 
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yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban serta solusi atas 

permasalahan yang terjadi.. Adapun objek penelitian dalam tesis ini adalah 

program layanan The Great Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 

 

5. Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder serta tersier untuk mengaitkan hasil yang 

didapatkan di lapangan dengan teori yang  relevan.28 

 

b. Studi Lapangan 

Dalam rangka pengumpulan data primer yang akan dilakukan oleh 

peneliti, maka penelititi akan melakukan wawancara serta observasi. 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Beberapa macam wawancara yaitu 

wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi 

apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan), wawancara semi terstruktur (pelaksanaan wawancara 

 
28 Sugiyono. 2009. Op. Cit, hlm. 31. 
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lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), dan 

wawancara tidak terstruktur (merupakan wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya). Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka yang bertujuan 

untuk menggali secara mendalam data terkait pelaksanaan program 

layanan The Great Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara semistructure 

untuk membantu proses pelaksanaan in-depth interview.29 

Wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan 

teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Cara penentuan 

narasumber yang akan diwawancara peneliti menggunakan teknik non 

random sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi 

kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel.30 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling, dimana peneliti menggunakan pertimbangannya 

sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk 

memilih anggota-anggota sampel. Data yang diperoleh diharapkan dapat 

memberikan arah pada kesimpulan. Adapun wawancara serta observasi 

dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dan Kantor Pusat Ambulance Hebat Kota Semarang. 

 
29 Ronny Hanitijo Soemitro, ‘Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri’ (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1994), hlm. 61. 
30 Ibid, hlm. 47. 
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6. Metode Sampling 

Metode sampling pada penelitian kualitatif ini ialah dengan purposive 

technic sampling. Metode ini dilakukan dengan cara menentukan sampel 

yang sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan dari penelitian. 

Penggunaan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel, dipilih 

dari lokasi pengambilan sampel yang memiliki informasi serta menjadi 

jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.31 

Pemilihan lokasi dalam pengambilan sampel diharapkan dapat 

memberikan jawaban permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu 

mengenai program layanan The Great Ambulance Hebat Dinas Kesehatan 

Kota Semarang. Pemilihan responden dengan purposive sampling dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memilih narasumber yang diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar 

penelitian. Responden yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan akan 

menjawab mengenai regulasi program layanan The Great Ambulance Hebat 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, pelaksanaan program layanan The Great 

Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang, serta faktor- faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan program layanan The Great Ambulance 

Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang. Informasi atau narasumber dalam 

penelitian ini yaitu:   

a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan 

Kota Semarang; 

 
31 Ibid, hlm. 51. 



23 
 

b. 1 orang Dokter Ambulance Hebat,  1 orang Perawat Ambulance 

Hebat, dan 1 orang Bidan Ambulance Hebat; 

c. 1 orang Pasien Layanan Ambulance Reaksi Cepat (SICEPAT), 1 

orang Pasien Layanan Rawat Ibu Bersalin (RAISA), 1 orang 

Pasien Layanan Kecelakaan Lalu Lintas. 

d. 1 orang Pasien Layanan Konsul Dokter (KONTER), 1 orang 

Pasien Layanan Homecare (Ambulance SIAGA), 1 orang Pasien 

Layanan Ambulance Motor (AMTOR), 1 orang Pasien Layanan 

Rujukan Kasus COVID-19. 

 

 

7. Metode Penyajian Data dan Analisis Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu 

data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara 

kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan 

digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-

pandangan mengenai pelaksanaan program layanan The Great Ambulance 

Hebat Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

  

G. PENYAJIAN TESIS 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan  

penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan penyajian tesis. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang teori-teori terkait judul tesis, antara lain  teori tentang 

pelayanan kesehatan, hak atas pelayanan kesehatan, instrumen hukum 

pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan public, serta peraturan 

perundangan yang mendukung penelitian sebagai dasar untuk menganalisa 

masalah yang dibahas. 

 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti serta pembahasan berdasarkan analisa teori dan kenyataan di lapangan, 

meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

program layanan The Great Ambulance Hebat Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 

 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari keseluruhan 

tesis dari bab awal serta dari hasil penelitian serta berisi saran-saran kepada 

pihak-pihak terkait. 

  


